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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini
adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.
158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-
kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu
adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system
tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini
sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan
tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Nama Hur_uf Keterangan
Arab Latin
| Alif Tidakdilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S s (dengan titik di atas)
d Jim J Je
h (dengan titik
¢ Ha’ " (dibe?wah)
d Kha’ Kh ka dan ha
4 Dal D De
4 7al 7 zet (dengan titik di
atas)
J Ra’ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
ue Sad S s (dengan titik di




bawah)
. d (dengan titik di
o Dad d bawah)
t (dengan titik di
b
Ta T bawah)
3 Z (dengan titik di
4a ! bawah)
I ‘Ain y Koma terbalik di atas
& Gain G Ge
] Fa F Ef
d Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
& Mim M Em
O Nun N En
3 Waw W We
° Ha’ H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

u;msa_“m Ditulis muta ‘aqqidin

3 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

islaa : ditulis Jama’ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
& ded : ditulis Ni’matullah
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Jhili 3185 ditulis Zakat al-Fitri
D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
E. Vokal Panjang

Fathah + alif o A

L) Ls Ditulis Jaahiliyyah
Fathah + ya’mati - A

2 (P Ditulis yas'
Kasrah + ya’mati i

3| &k Ditulis Karim
Dammah + B}

4 | wawumati Ditulis U
g fur ad

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata
dipisahkan DenganApostrof

wol

a-uﬁ - ditulis a’antum

&

Cuiga - ditulis mu ‘anntas

G. Vokal Rangkap

Fathah dan ya’ sukun

1 Akt Ditulis Bainakum
Fathah dan wawu

2 | sukun Ditulis Faugakum
alh
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H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
GIAY ditulis al-Quran
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf
Syamsiyah yangmengikutinya
dazudl - ditulis as-sayyi’'ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
Al e : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul
Islam
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ABSTRAK

Hendri Setyaji, 1118134, Tahun 2024. Pengesahan Status Anak
Dalam Pernikahan Sirri (Studi Perbandingan Pertimbangan Hukum
Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan
Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg). Skripsi Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr.
Trianah Sofiani, M. H.

Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan kesulitan
mendapatkan akta kelahiran karena tidak ada catatan pernikahan di
lembaga negara. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka
negara mempunyai hambatan dalam memenuhi hak hak anak tersebut.
Agar adanya hubungan perdata dengan ayahnya diperlukan pengakuan
dan pengesahan, dengan demikian maka anak tersebut mendapatkan
statusnya sebagai anak sah. Kasus posisi pada penelitian ini akan
dibahas lebih sepisifik mengenai permohonan penetapan asal usul anak
pada pernikahan sirri di pengadilan agama batang nomor
216/Pd.P/2023/PA.Btg. dan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg. Dalam hal
ini petimbangan hakim mengabulkan permohonan para pemohon
dengan nomor perkara 216/Pdt.P/2023/PA.Btg, akan tetapi pada
perkara nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg hakim menolak permohonan
para pemohon sedangkan kedua perkara tersebut mempunyai illat
hukum yang sama namun dengan putusan hasil yang berbeda.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana perbandingan
hukum putusan pengadilan agama batang dalam mengadili penetapan
status  anak  pernikahan  sirri pada  putusan  nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusam nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif
dengan menggunakan pendekatan case approach (pendekatan kasus),
statute approach (pendekatan undang-undang), conceptual approach
(pendekatan konseptual), dan comparative approach (pendekatan
komparatif). Data-data penelitian ini diperolen melalui dokumentasi
dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Analisis data
menggunakan analisis preskriptif dengan logika dan penalaran hukum
induktif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertimbangan Hukum
pada Putusan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg, yakni; Persamaan dari kedua putusan tersebut
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bahwa kedua putusan itu merupakan perkara yang sama yaitu perkara
permohonan penetapan anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri
seorang laki-laki dan perempuan yang kedua anak tersebut tidak
memenuhi syarat minimal kelahiran anak sah enam bulan dari
pernikahan, yaitu pada putusan pertama kelahiran anak ada pada waktu
satu bulan sejak pernikaha siri, sedangkan pada putusan kedua
kelahiran anak ada pada waktu empat bulan sejak pernikahan sirri.

Sedangkan Perbedaan kedua putusan yaitu pada putusan pertama
hakim mengutamakan pertimbangan kemaslahatan untuk kepentingan
anak kedepannya dengan menggunakan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak serta gaidah figiyyah sehingga mengabulkannya.
Pada putusan kedua hakim menggunakan pertimbangan substansial
hukum islam bahwa faktanya anak tersebut hanya di lahirkan dalam
pernikahan siri namun tidak memenuhi syarat keabsahan anak menurut
hukum islam (figih) dengan Putusan MK Nomor 46/PUU- V111/2010
tanggal 17 Februari 2012. Sehingga hakim menolaknya.

Sedangkan Perbandingan akibat hukum putusan nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu, status anak menjadi sah dan pemohon |
dapat mencantumkan namanya pada akta kelahiran anak. Sedangkan
pada putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu, pemohon | tidak
dapat mencantumkan namanya sebagai ayah di akta kelahiran anak,
anak menjadi tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tidak
dapat saling mewarisi dengan ayahnya, dan pemohon | tidak dapat
menjadi wali nikah bagi sang anak.

Kata Kunci : Perbandingan Pertimbangan hukum, penetapan asal
usul anak, pernikahan sirri
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ABSTRACT

Hendri Setyaji, 1118134, 2024. Islamic Family Law Study Program
Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Trianah Sofiani,
M.H.

Children born from unregistered marriages will have difficulty
getting birth certificates because there are no marriage records at state
institutions. Without a birth certificate for a child, the state has obstacles
in fulfilling the child's rights. In order for a civil relationship to exist
with the father, recognition and validation is required, in this way the
child will obtain the status of a legitimate child. The position case in
this research will be discussed more specifically regarding the
application for determining the origin of children in sirri marriages at
the Batang Religious Court number 216/Pd.P/2023/PA.Btg. and
number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg. In this case the judge's consideration
granted the petitioner's petition in case number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg,
however in case number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg the judge rejected the
petitioner's petition while both cases had the same law but with different
results. This research aims to explain how the legal comparison between
the decisions of the Batang Religious Courts in adjudicating the
determination of the status of children in unregistered marriages in
decision number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg and decision number
242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

This research uses a type of juridical-normative research using
a case approach, statute approach, conceptual approach and
comparative approach. This research data was obtained through
documentation using primary and secondary legal material sources.
Data analysis uses prescriptive analysis with logic and inductive legal
reasoning.

The results of this research show that the legal considerations in
Decision Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg and Decision Number
242/Pdt.P/2023/PA.Btg, namely; The similarity between the two
decisions is that the two decisions are the same case, namely the case
regarding the application for the determination of a child born in an
unregistered marriage, a man and a woman, where both children do not
meet the minimum requirements for the birth of a legitimate child of six
months from the marriage, namely in the first decision the birth The
child was born within one month of the unregistered marriage, while in
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the second decision the child was born within four months of the
unregistered marriage.

Meanwhile, the difference between the two decisions is that in
the first decision the judge prioritized consideration of the benefit for
the future interests of the child by using Law Number 23 of 2002 which
was amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection
and gaidah figiyyah so that it was granted. In the second decision the
judge used substantial considerations of Islamic law that in fact the
child was only born in an unregistered marriage but did not meet the
requirements for the legitimacy of the child according to Islamic law
(figh) with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-
VI11/2010 dated 17 February 2012. So the judge rejected it. .

Meanwhile, the comparison of the legal consequences of
decision number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg is that the child's status
becomes legal and applicant I can include his name on the child's birth
certificate. Meanwhile, in decision number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg,
namely, applicant | cannot include his name as father on the child's birth
certificate, the child has no lineage relationship with his father, cannot
inherit from his father, and applicant | does not can be a marriage
guardian for the child.

Keywords: Comparison of legal considerations, determining the
origin of children, unregistered marriage
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum
agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan
maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan
kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan
berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan
dengan kepastian kedudukan hukum seseorang. Ketidakpastian
status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan
salah satu akibat dari perkawinan yang tidak tertib administrasi
tersebut.! Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan kesulitan
mendapatkan akta kelahiran karena tidak ada catatan pernikahan di
lembaga negara. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka
negara mempunyai hambatan dalam memenuhi hak hak anak
tersebut. Agar adanya hubungan perdata dengan ayahnya diperlukan
pengakuan dan pengesahan, dengan demikian maka anak tersebut
mendapatkan statusnya sebagai anak sah. Setelah anak memperoleh
stastusnya dari pengesahan tadi maka akan timbul akibat hukum bagi
anak tersebut termasuk mendapatkan hak-haknya. Hak tersebut
meliputi mendapatkan akta kelahiran sebagai identitas diri sesuai
dengan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.?

Akta kelahiran sendiri sangatlah penting dalam kehidupan
anak tersebut dan berguna untuk keperluan berhubungan dengan
identitas karena akta kelahiran tersebut sebagai tanda peristiwa
hukum bahwa anak tersebut dilahirkan dari kedua orangtuanya.
Selain mendapatkan hak identitas berupa akta kelahiran, anak yang
dilakukan prosedur pengesahan mendapat hak lainnya seperti: hak
nasab dari ayahnya, hak untuk mewaris dalam keluarga, hak nafkah

! Witanto, “Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin”,
(Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012), 31.

2 Nur Azizah Hanun, “Pengesahan Status Anak Diluar Nikah (Studi Putusan
Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019.PA.Bms)”, Skripsi Sarjana
Hukum (Purwokerto: Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri, 2021), 4.
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dari ayahnya, dan hak perwalian terhadap orangtuanya dan
mendapat hak wali nasab jika anak tersebut melangsungkan
perkawinan. Bila diperhatikan dari akibat hukum dari pengesahan
tersebut maka jelas bahwa pengesahan tersebut diperlukan dan
sangatlah penting.?

Kasus posisi pada penelitian ini akan dibahas lebih sepisifik
mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh
para pemohon yang telah di proses pada tanggal 23 Juni 2023 dalam
putusan pengadilan agama Batang dengan nomor perkara
216/Pd.P/2023/PA.Btg. Peristiwa hukum yang melatar belakangi
kronologi kejadian ini yaitu dimana pada tanggal 23 Oktober 2016
pemohon | dan pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan
secara resmi di Kantor Urusan Agama. Selama dalam pernikahan
sirri mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama
ANAK 1 yang lahir pada tanggal 27 November 2016. Kemudian
para Pemohon menikah ulang pada tanggal 23 Mei 2023 di Kantor
KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang, yang kemudian
dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX. Selanjutnya
para pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak, namun
mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang
menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para
pemohon, alasan tersebut yang membuat para pemohon memohon
penetapan ke Pengadilan Agama Batang untuk menetapkan bahwa
anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon
yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023.*

Selanjutnya pada perkara nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg
yang diajukan di Pengadilan Agama Batang tertanggal 21 Juli 2023
pemohon | dan pemohon Il melaksanakan pernikahan menurut
agama Islam pada tanggal 22 Maret 2020, namun pernikahan
tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

3 Nur Azizah Hanun, “Pengesahan Status Anak Diluar Nikah (Studi Putusan
Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019.PA.Bms)”, Skripsi Sarjana
Hukum (Purwokerto: Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri, 2021), 5.

4 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Selama dalam pernikahan sirri mereka dikaruniai seorang anak
perempuan yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 30 Juli
2020. Kemudian para pemohon menikah ulang pada tanggal 27 Juni
2023 di Kantor Urusan Agama, yang kemudian dikeluarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXXXXX. Selanjutnya para pemohon
hendak mengurus akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan
karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa
anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, alasan tersebut
yang membuat para pemohon memohon penetapan ke Pengadilan
Agama Batang untuk menetapkan bahwa anak tersebut merupakan
anak sah dari perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada
tanggal 27 Juni 2023.°

Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan para
pemohon dengan nomor perkara 216/Pdt.P/2023/PA.Btg, akan tetapi
pada perkara nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg hakim menolak
permohonan para pemohon sedangkan kedua perkara tersebut
mempunyai illat hukum yang sama namun dengan putusan hasil
yang berbeda. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti putusan
hakim Pengadilan Agama Batang pada kedua putusan tersebut dalam
mengesahkan anak pada pernikahan sirri. Dari latar belakang
masalah tersebut peneliti menjadi tertarik untuk meneliti serta
mengkaji terhadap permasalahan yang serupa, maka peneliti akan
mengangkat tema skripsi dengan judul: Pengesahan Status Anak
Dalam Pernikahan Sirri (Studi Perbandingan Pertimbangan
Hukum Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg)

. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum putusan
pengadilan agama batang tentang penetapan status anak
pernikahan sirri pada putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan
putusam nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg?

5 Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.



2. Bagaimana perbandingan akibat hukum dalam perkara penetapan
status anak pernikahan sirri putusan nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan 242/Pdt.P/2023/PA.Btg?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perbandingan pertimbangan hukum putusan
pengadilan agama batang tentang penetapan status anak
pernikahan sirri pada putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg
dan putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

2. Menjelaskan dan menganalisis perbandingan akibat hukum
perkara penetapan status anak pernikahan sirri pada putusan
nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan
242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu
pengetahuan dan refrensi penelitian di bidang hukum keluarga,
khususnya dalam kasus penetapan status anak pernikahan sirri
beserta akibat hukumnya.

2. Secara Praktis

Untuk masyarakat berguna sebagai masukan dalam
menuntaskan permasalahan keluarga yang memiliki kasus serupa
dengan riset ini. Untuk para praktisi hukum dan penyuluh, dapat
menjadi bahan informasi dan masukan yang baik bagi
pendampingan masyarakat menuju masyarakat yang mentaati
ketentuan hukum penetapan anak atau hukum perkawinan dalam
arti luas.

E. Kerangka Teori

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dapat juga dikatakan sebagai
kegiatan memperbandingkan sistem hukum di satu negara dengan
sistem hukum di Negara yang lain. Romli Atmasasmita yang
berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang
dapat dikatakan mempelajari secara sistematis hukum dari dua



atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode
perbandingan.®

Definisi lain dari perbandingan hukum dikemukakan oleh
Lemaire, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan
yang juga metode perbandingannya mempunyai lingkup yang
terdiri dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya,
sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannnya.” Dapat
dikatakan juga yang dimaksudkan dalam perbandingan hukum
dalam penelitian ini ialah mencari dan menemukan perbedaan
serta persamaan dengan memberi penjelasannya serta meneliti
bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik dan bagaimana
pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non
hukum yang mana saja yang dapat mempengaruhinya.®

Dari beberapa penjelasan diatas Barda Nawawi
menyimpulkan bahwa pengertian perbandingan hukum adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari
dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode
perbandingan. Jadi ketika ada lebih dari satu sistem hukum, dapat
dibandingkan satu sama lain guna menemukan sebuah
kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar
mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa
sudut pandang hukum.®

Tujuan dari perbandingan hukum salah satunya adalah
untuk mengidentifikasi dua aturan hukum supaya dapat
menemukan kesimpulan baru dari beberapa aturan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek
terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu
putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan

® Romli Atmasasmita, “Perbandingan Hukum Pidana”, (Bandung: Mandar
Maju, 2000), 12.

" Romli Atmasasmita, “Perbandingan Hukum Pidana”, (Bandung: Mandar
Maju, 2000), 9.

8 Sunarjati Hartono, “Kapita Selekta Perbandingan Hukum”, (Bandung:
Penerbit Alumni, 1986), 54.

® Barda Nawawi Arief, “Perbandingan Hukum Pidana”, (Jakarta: Raja

Grafindo, 1990), 3.



mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan
cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan
hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung.©

Adapun pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya
juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang
tidak disangkal.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek
menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam
persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus
dipertumbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim
dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.*!

3. Anak Sah dan Tidak Sah Menurut Hukum Islam-Figih
Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di
luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang
dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah
anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal
atau hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali
perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Anak yang tidak sah secara hukum tidak memiliki
hubungan nasab dengan ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan
nasab dengan ibu yang melahirkannya. Anak tersebut adalah anak
zina dan anak li’an. Dalam kitab-kitab fikih “anak zina” adalah
anak hasil perbuatan zina. Para ulama sepakat tentang hal ini.
Tanggung jawab atas segala keperluan anak, baik materiil

10 Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V”,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

11 Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V”,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.



maupun spiritual adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga
ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris, secara hukum
anak zina atau anak tidak sah tidak memiliki bapak/ayah dan tidak
saling mewaris.?
4. Status Anak Nikah Sirri Menurut Hukum Positif
Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak
sah diberikan definisi sebagai berikut:

a) Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa
“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat dari perkawinan sah”.

b) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan
yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di iluar Rahim
dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

C) Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa

“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan

memperoleh si suami sebagai ayahnya”.*®

Sementara itu anak luar kawin dalam konteks hukum positif

di Indonesia, diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

a) Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):
“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan
atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang
menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan
perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah
terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta
perkawinannya sendiri”.

12 Kudrat Abdillah, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah
Sosial”, Jurnal Kajian llmu Hukum dan Syariah Vol. 1 No. 1 (STAIN Pamekasan
Madura, 2016), 30.

13 Winarsih, “Kedudukan Anak di dalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perrkawinan”, MAKSIGAMA 14, No. 2 (2020), 175.



2. Pasal 43 (1) UU Perkawinan yang rumusanya sebagai berikut:
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*

F. Penelitian yang Relevan

Dari penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian
sebelumnya penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait
dengan topik anak pada pernikahan sirri. Beberapa penelitian
terdahulu tersebut di antaranya:

Pertama, Skripsi Yuli Hilmasari dengan judul “Pengakuan
Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan
Undang-Undang Hukum Perdata” UIN Makassar pada tahun 2014.%°
Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan anak zina dan anak
luar kawin menurut KUHPerdata dan juga hukum islam. Selain itu
skripsi ini jJuga membahas tentang nasab dan sistem pengakuan anak.
Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis membahas tentang
perbandingan pertimbangan hukum dan perbandingan akibat hukum
pengesahan anak pernikahan sirri pada putusan Pengadilan Agama
Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Kedua, Skripsi Sri Rezeki dengan judul “Status Anak Luar
Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)” Universitas Indonesia pada
tahun 2009.%® Skripsi ini membahas tentang pembuktian anak sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau lebih
mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan. Kemudian di skripsi
ini juga membahas tentang pengesahan anak dengan kasus putusan
bahwa karena kelalaian orangtua maka anak tersebut belum

14 Zainul Mu’ien Husni, dkk “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap
Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Jurnal
HAKAM 1 No. 1, (2022), 5.

5 Yuli Hilmasari, “Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya
Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata” (Makassar: Skripsi UIN
Makassar)

16 Sri Rezeki, “Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di
Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)”, (Depok: Skripsi Universitas Indonesia)



didaftarkan dan anak tersebut juga tidak memperoleh pengakuan dari
ayahnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis membahas
tentang perbandingan pertimbangan hukum dan perbandingan akibat
hukum pengesahan anak pernikahan sirri pada putusan Pengadilan
Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Ketiga, Skripsi Rut Dian Christiani dengan judul “Tinjauan
Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin Sesudah Putusan
Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUUVIII/2010” Universitas
Lampung pada tahun 2018.17 Skripsi ini membahas tentang
bagaimana pengaturan anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VII11/2010 dan apa saja perlindungan
hukum bagi anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010. Sedangkan penelitian yang
akan diteliti penulis membahas tentang perbandingan pertimbangan
hukum dan perbandingan akibat hukum pengesahan anak
pernikahan sirri pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Keempat, Skripsi Sofiana dengan judul “Analisis Tentang
Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan
Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”  Universitas  Islam  Negeri
Walisongo Semarang pada tahun 2020.* Skripsi ini membahas
tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal-
usul anak dan tinjauan hukum Islam yang digunakan untuk
menetapkan perkara tersebut. Sedangkan penelitian yang akan
diteliti penulis membahas tentang perbandingan pertimbangan
hukum dan perbandingan akibat hukum pengesahan anak
pernikahan sirri pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

17 Rut Dian Christiani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin
Sesudah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUUVIII/2010”, (Lampung:
Unicersitas Lampung)

18 Sofiana, “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”, (Semarang: UIN Walisongo)
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Kelima, Skripsi Dina Natasha Laila Viantika dengan judul
“Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama
Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim)” Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022.1° Skripsi ini membahas
tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara
Permohonan Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah
Tangan yang dilakukan orang tua anak bertitik tolak pada ketentuan
pasal-pasal yang dikemukakan, penetapan tersebut memuat dasar
alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan
perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti
penulis membahas tentang perbandingan pertimbangan hukum dan
perbandingan akibat hukum pengesahan anak pernikahan sirri pada
putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg
dan putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian
hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan norma atau
kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan
perilaku setiap orang.?’ Menurut Sunaryati Hartono penelitian
yuridis normatif adalah, penelitian yang dimaksudkan untuk
mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama
dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru,
pendekatan hukum nasional yang baru.?
2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah
statute approach (pendekatan undang-undang), conceptual

1° Dina Natasha Laila Viantika, “Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di
Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama
Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim), (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

2 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum” (Nusa Tenggara Barat: Unram
Press, 2022), 29.

2L Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris” (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 154.
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approach (pendekatan konseptual), case approach (pendekatan

kasus), dan comparative approach (pendekatan perbandingan).

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki.?

a. Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan
menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) terhadap
putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah
alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur
persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan
hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan
ditemukan jawaban yang signifikan dari Analisa yang penulis
lakukan.

b. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan
dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang
yang bersangkutan dengan permasalahan Hasil telaah tersebut
dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah
pokok.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) pendekatan
ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau
kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum
sehingga peniliti dapat menemukan konsep yang relevan
dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

d. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dilakukan
dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang
ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa
peraturan perundang-undangan di negeri lain. Dapat pula
dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang
pada suatu negara dengan negara lainnya. Atau dengan
membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu
negara atau beberapa negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum
Sumber yang digunakan penulis yaitu diperoleh dari
kepustakaan. Sumber data ilmiah yang akan dijadikan dasar untuk

22 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cetakan ke-11 (Jakarta:
Kencana, 2011), 93.
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mengetahui ketentuan-ketentuan keilmuan dibidang hukum
antara lain.?
a. Bahan Hukum Primer
Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat kuat
artinya mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan
aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan yang
masih berkaitan dengan objek penelitian seperti.?*
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama.
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Hakim
4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Anak
6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
7) Kompilasi Hukum Islam
8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010.

9) Putusan  Pengadilan Agama  Batang nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg.
10) Putusan Pengadilan Agama Batang nomor
242/Pdt.P/2023/PA .Btg.

b. Bahan Sekunder
Data ini yang akan membantu penelitian yang
digunakan berupa sumber-sumber hukum positif seperti kitab
Undang-Undang perdata, buku-buku, jurnal ilmiah yang
berkaitan dengan judul penelitian.
4. Teknik pengumpulan bahan hukum

23 Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori
dan Praktik”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216.

24 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cetakan ke-11 (Jakarta:
Kencana, 2011), 41.
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Dalam hal teknik pengumpulan bahan hukum yang akan
digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini dengan
mengidentifikasi permasalahan yang ada. Sehubungan dengan
jenis penelitian maka data primer diperoleh melalui penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis di Pengadilan
Agama Batang, yaitu sebagai berikut:

a. Penulis melakukan penelusuran kepustakaan mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan permasalahan, antara lain
bersumber dari dokumen-dokumen resmi Putusan Pengadilan
Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan
242/Pdt.P/2023/PA.Btg serta sumber kepustakaan lainnya
yang berkaitan dengan penelitian.

b. Keseluruhan data yang diperolen dari hasil studi
diklarifikasikan untuk kemudian diteliti mengenai landasan
dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus
pengesahan anak tersebut.

c. Setelah identifikasi bahan hukum atau sumber hukum, maka
dilakukan pengujian data yang telah diklarifikasikan sebagai
bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif dengan penalaran
hukum induktif. Maksudnya penulis melakukan pengolahan
sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber hukum
primer yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Batang
nomor 216/Pdt.P/PA.Btg dan salinan putusan nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg mengenai permohoan penetapan status
anak untuk menjawab masalah hukum yang dijalani. Sifat analisis
ini akan di uraikan dengan argumentasi preskriptif dengan logika
dan penalaran hukum induktif untuk mengambil kesimpulan dari
bahan hukum yang diperoleh dan penilaian karateristik penalaran
hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa
yang terjadi dalam penelitian.?®

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-11 (Jakarta:
Kencana, 2011), 35.
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H. Sistematika penelitian.

Untuk lebih memahami penelitian dalam penelitian ini, maka
penulis perlu menguraikan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB | Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika penelitian.

BAB Il Memuat kerangka teoritik dan konseptual. Melalui
bab dua ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai teori
perbandingan hukum, teori pertimbangan hakim, konsep status anak
pernikahan sirri menurut hukum islam, dan konsep status anak
pernikahan sirri menurut hukum positif.

BAB 11l Putusan majelis hakim pengadilan agama batang
tentang permohonan penetapan status anak pada pernikahan sirri.

BAB IV Memuat perbandingan pertimbangan hukum
putusan pengadilan batang tentang permohonan penetapan status
anak pada pernikahan sirri.

BAB V Memuat penutup yang berisi tentang simpulan dan
saran.



BAB V

PENUTUP
A. Simpulan
1. Perbandingan Pertimbangan Hakum pada Putusan Nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor

242/Pdt.P/2023/PA.Btg dapat disimpulkan sebagai berikut:
Persamaan dari kedua putusan tersebut bahwa kedua putusan itu
merupakan perkara yang sama Yyaitu perkara permohonan
penetapan anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri seorang
laki-laki dan perempuan yang kedua anak tersebut tidak
memenuhi syarat minimal kelahiran anak sah enam bulan dari
pernikahan, yaitu pada putusan pertama kelahiran anak ada pada
waktu satu bulan sejak pernikaha siri, sedangkan pada putusan
kedua kelahiran anak ada pada waktu empat bulan sejak
pernikahan sirri. Kedua perkara tersebut disikapi oleh hakim
secara berbeda, dan semua bukti-bukti yang diajukan oleh
pemohon dari putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg maupun
pemohon dari putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dianggap
memenuhi syarat formil maupun materil oleh majelis hakim.
Sedangkan Perbedaan kedua putusan yaitu pada putusan pertama
hakim mengutamakan pertimbangan kemaslahatan untuk
kepentingan anak kedepannya dengan menggunakan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta gaidah figiyyah
sehingga mengabulkannya. Pada putusan kedua hakim
menggunakan pertimbangan substansial hukum islam bahwa
faktanya anak tersebut hanya di lahirkan dalam pernikahan siri
namun tidak memenuhi syarat keabsahan anak menurut hukum
islam (figih) dengan Putusan MK Nomor 46/PUU- VI11/2010
tanggal 17 Februari 2012, maka hakim menolak
permohonannya.

2. Perbandingan akibat hukum putusan nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu, status anak menjadi sah dan

51
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pemohon | dapat mencantumkan namanya pada akta kelahiran
anak. Sedangkan pada putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg
yaitu, pemohon | tidak dapat mencantumkan namanya sebagai
ayah di akta kelahiran anak, anak menjadi tidak memiliki
hubungan nasab dengan ayahnya, tidak dapat saling mewarisi
dengan ayahnya, dan pemohon I tidak dapat menjadi wali nikah
bagi sang anak. Akan tetapi sesuai dengan Putusan MK Nomor
46/PUU- VI111/2010 tanggal 17 Februari 2012 masih ada
kemungkinan untuk mendapatkan hak keperdataan bagi anak
diluar nikah karena secara biologis masih memiliki hubungan
dengan ayahnya.
B. Saran

1. Seharusnya dalam menetapkan perkara permohonan penetapan
anak pada pernikahan sirri perlu mempertimbangkan hukum
Islam selain menggunakan peraturan perundang-undangan yang
ada, karena pada kedua putusan permohonan penetapan anak
pada pernikahan sirri tersebut kelahiran anak masih dibawah
enam bulan dari pernikahannya.

2. Seharusnya akibat hukum dalam perkara ini lebih diperhatikan
mengenai hak-hak anak, hal ini bertujuan agar terjaminnya hak
anak memperoleh keadilan seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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